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YANG = TERLETAK DI KABUPATEN  DAERAM  TTHGKAT 11
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA  TENGAL,  SHLUJAS
HA (SERTBU LIMA RATUS LIMA KMPAT PERSEPULUM)Y HEKTAD,
KAWASAN  HUTAN TETAY DENGAN FUNGST HUTAN .CAGAR AT.AM

MENTERI KEHUTANAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Ne. 120
/Kpts-11/86 tgl.9 Apral 1986, kelompok hutaq di Ke-
pulauan Karimunjawa dan rerairan laut di sehitarnya,
vang terletak di Kabupalten Daerah Tingkat. I Jepara,
Propingi. Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, .
111.625 ha telah ditunjuk sebagai carar alam laut,;
bahwa bagian dari kelompok hutan Pulau Farimunjawa
dan perairan lLaut di sekitarnya seluag ot 111625 ha
Lerasebut, ydnm telah dilaksanakan penataan batas i
lapangan  atas kelompok hutan Pulau Keave Lminjawe
Pulau Kemujan dengan luas 1.505,4 ha, dan telah di
buat Berita Acara Tata Batas gserta petanya oleh
Panitia Tata Batas Hitan XKabupaten Daeral. Tingkat [TI
Jepara, Propinsi Daerah Tingkat. T Jawa Tengah, seba-
taimana tertuang dalam Berita Acara Tata DBataws trl
13 Maret 1989; - ;

dan

bahwa kelompok nutan di Pulau Karimunjava. dan Pulau
Kemujan ‘seluas 1.505,14 ha tersebut mempunyel keadaan
alam yang khas, tempat tumbuh dan berkembangnva aneka

tumbuhan dan satwa, dan oleh karena itu perclu dijaga
keutuhan dan kelestarian alamnya;

bahwa berhubung dengan ilLu d
tuan’ Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1970
Percncanman HMatan, maka dipandang perlu menetapkan
kelompok hutan Pulau Karimunjawa dan Pulan- Kemujan,
vang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jepara,
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah seluas 1.505,4
ha tersebut sebagal  kawasan hutan  tetap dengan
fungsi hutan cagar alam, dengan Keputusan  Mentoers
¥ebutanan.
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&l Uhdana—Undanu No.5 Tohun 1967,
2 Uhdang»Undang No.5 Tahun 1890;
3. Peraturan Pemerintah No.33 Tahus 1970
4. Peraturyn Pemerintah No. 28 Tahun 1985 ;
B Keputusan Presiden No .44 Tahun 1974
6. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 19834 ja

Képutusnn-Premiden No.25 Tahun 1996;
i Keputugan Presiden No. 64,14 Tohun 1988 .
8. Keputuean Menteri Kehutanan No.JQJ/KpL -1
9. Keputuman Menteri Kehutanan N0.399/Kph‘»J
10. Keputuaan Mentey | Kehutanan No.ﬂoo/KDtmmI

171988
171990
L1610 .

Berita Acara Tata Batas Cagar Alam Pulay

(urimunjawu
dan Pulauy Kemujan tanggal 13 Maret 1989, :
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SALINAN  Keputusan ini
disampaikan kepada Yth.
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Sdr.
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Sdr.

Menteri Koordinator Bidang Kkuin dan Wasbang.
Menteri Dalam Negeri.

Henteri.Pertanian.

Menteri Pekerjaan Umun .

Menteri Pertambangan dan Inergi.

Menteri Pariwisata. Pog dan Telekomunikasi .
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Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Ketua Bappenas.

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Kepala Areip Nasional. :

Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehut,
Direktur Utama Perum Perhutani .

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Kepala Kantor Wilayah Departamen Kehutanan
Propinsi Jawa Tengah.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pert
Propinsi Jawa Tengah .

Bupatl Kepala Doerah Tinpkat ]|
Kepala Unit I Perum Perhutani
Kepala BKSDA [V Surabaya.
Kepola sub BKSDA Jawn Tengah,
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